BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1475, 2017 KEMENKEU. Beban APBN Sebelum Barang/Jasa
Diterima. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/PMK.05/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG /JASA DITERIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG /JASA DITERIMA.

www.peraturan.go.id


http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.htm
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.htm
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.htm
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.htm
http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/45TAHUN2013PP.htm

2017, No.1475

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia
Eximbank.

Perusahan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum
dan/atau konsorsium yang memasarkan produk
asuransi pada lini usaha suretyship.

Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum dan/atau
konsorsium yang bergerak di bidang keuangan dengan
kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.

Penerima Jaminan (Obligee) adalah pihak pemberi
pekerjaan yang mengadakan perjanjian/kontrak dengan
penyedia barang/jasa pemerintah, yang dalam hal ini
diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Terjamin (Principal) adalah penyedia barang/jasa yang
mengikatkan diri dengan Penerima Jaminan (Obligee)
dalam perjanjian/kontrak dan berjanji untuk
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam kontrak.

Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan
kepada Terjamin (Principal) atas kesanggupan untuk
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian/kontrak dan jika tidak dilaksanakan
maka Penjamin akan membayar ganti rugi maksimum
sebesar nilai jaminan.

Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima
Jaminan (Obligee) kepada Penjamin yang disebabkan
karena Terjamin (Principal) tidak dapat memenuhi
kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
melaksanakan sebagian fungsi BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada
negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran.

Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa
yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan
yang diterbitkan/dibuat oleh penyedia barang/jasa yang
memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk
mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia
barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
diatur dalam kontrak/perjanjian/bentuk perikatan

lainnya.
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16.

17.

18.

19.

20.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau
unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional) @ yang  diserahkan oleh  penyedia
barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan
pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga
atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum
Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun
Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan
tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit
sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan
untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa
tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan
pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada
PPK sebesar nilai jaminan.

Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan tertulis dari
penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia
barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
yang telah dilakukan pembayarannya maka Penjamin
akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan.
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Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya
disingkat = PUPN adalah panitia yang  bersifat
interdepartemental yang bertugas mengurus Piutang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara yang
selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara

pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum

barang/jasa diterima, yang dilakukan di dalam negeri,

termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan.

BAB III

JENIS KEGIATAN YANG DIBAYAR SEBELUM BARANG/JASA

(1)

(2)

(3)

DITERIMA DAN BENTUK JAMINAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 3
Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima.
Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima dalam hal terdapat
kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan
pembayaran terlebih dahulu.
Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang

karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih
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